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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai uraian-uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa  Peranan penyidik pegawai negeri sipil Kantor Pelayanan Utama Bea 

dan Cukai Tanjung Priok dalam melakukan penyidikan tindak pidana 

penyelundupan : 

1. Penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan PERMENDAG NO 01/M-DAG/PER/1/2007 mampu 

menghambat keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri dan 

atau menghambat masuknya luar negeri ke dalam negeri secara illegal, 

dan juga penyidik pegawai negeri sipil mencegah kerugian negara 

yang timbul dari penyelundupan baik itu kerugian materil maupun 

immaterial.  

2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan karena 

kurangnya sumber daya manusia, sosialisasi peraturan kepada stake 

holder dan tidak adanya tempat penimbunan khusus milik Negara. 

B. Saran 

Dari hasil pemikiran diatas penulis dapat memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Peran penyidik pegawai negeri sipil Kantor Pelayanan Utama Bea dan 

Cukai Tanjung priok perlu lebih meningkatkan kinerjanya lagi agar 
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penyelundupan-penyelundupan benar-benar bisa ditekan lagi dari 

tahun ke tahun. 

2. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia khususnya penyidik 

pegawai negeri sipil agar ke kurangan penyidik teratasi. 

3. Perlu adanya sosialisasi-sosialisasi peraturan kepabeanan yang 

dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai kepada importir, 

eksportir, agen pelayaran. 

4. Segera dibangun tempat penimbunan milik Negara agar barang-barang 

sitaan bisa ditempatkan di lokasi milik pemerintah. 
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